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Lampiran | :

Surat Perjanjian Kerja

PEMERINTAH KOTA MEDAN

JI. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan-20143

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 814.SA/ 2. 340

Pada hariini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah
ini :

Nama . BENNY SINOMBA SIREGAR, SE

Nip : 19730601 200212 1 001

Jabatan . Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Alamat . JI. JenderalBesar H. Abdul Haris Nasution No.32 Medan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku

Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA :

Nama . ALFONS OKTO SIREGAR,SE

Jenis Kelamain . Laki-laki

Alamat . JI. Raya Menteng Gg. Benteng No. 34 A
Telepon 08137027 0064

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiﬁ dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mengambil tempatdiMedan,PIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDUAsepakatuntuk menandatangani  Surat
Perjanjian Kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Administrasi Kantorkhususnya sebagai Tenaga
Pendukung / Pembantu Teknis Administrasi Kantor pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1)  Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat
PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUAsepakat untuk melaksanakan paket kegiatan Penyediaan
Jasa Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran khususnya sebagai Tenaga pendukung / pembantu
teknis Administrasi Kantor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini.

(2)  Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dari PIHAK PERTAMA

yaitu :

(1)  Menyelenggarakan tugas Administrasi Kantor pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

(2) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan atau atasan langsung masing-masing
pada unif kerja yang ditetapkan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan fungsi pihak kedua yang disepakati adalah:
MembantumelakukansurveihargaBarang/Jasamelalui Website E-katalog / pasardan proses - proses administrasi
(menggandakan, mengarsipkanmengetik, dll) penyediaanbarang / jasa;

- Membantu menyortidembarkuningseluruh SSPD PajakRestoran, Hotel, Parkir, Air Bawah Tanah, Hiburandan
PPJ;

Membantupenatausahaan (menggandakan, mengarsipkan, mengantarberkas, dll) di sekretariat;

Membantu mengetik konsepsuratmenyuratkedinasan yang dibuatoleh BPPRD Kota Medan yang terdiridari :
SuratTeguran WP, SuratPemanggilan WP, Pengantar BPJS, Absensidll);

Membantu menginputberkas SSPD PajakParkir yang sudahdibayarkedalamkomputer;

- Membantu memvalidasiWajibPajakParkir yang akanmembayarpajakke Bank Sumutkedalamkomputer;
Membantu menginputberkas SPTPD PajakRestoran, Hotel, Parkir, Air Bawah Tanah, Hiburan, PPJ
danmencetak STS sebelummelakukanpenyetoranpajak di Bank Sumut;

Membantumelaksanakantugaskedinasan lain yang di perintahkanolehpimpinan unit kerja
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Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini didasarkan pada :

(1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

(2) Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan
Daerah Tahun anggaran 2022

(3) Dokumen Pelaksanaan Bada

ota Medan Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA :
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KodeRekening )

(4)  Petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
(5) Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 03Januar 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhimya Surat Perjanjian Kerja ini, hanya dapat diadakan
sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

(3) Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA, Surat Perjanjian Kerja ini tidak akan diperpanjang jangka
waktunya, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Pasal §
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarkan atau mempublikasikan informasi tentang kegiatan pada Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah
habis masa perjanjian kerja.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium pembayaran sebesar Rp.
perbulandikurangi potongan - potongan sesuai dengan peraturan per
ndang- Undangan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA berhak menerima pendapatan lain - lain yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
(3) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kewajiban - kewajiban sebagai berikut :
a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang - undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan Golongan atau diri sendiri;
¢.Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
d. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
e, Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung yang menyangkut tugas
kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdiankesadaran dan
tanggung jawab;
. Bekerja dengan jujur,tertib,cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
. Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
Berkewajiban untuk hadir mulai pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB;
. Berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan dari yang ditetapkan dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab;
Sanggup bekerja secara fulltime saat hadir,
m. Selama Surat Perjanjian Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan kerja dengan
pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung;
n. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
. Sanggup meningkatkan prestasi kerja dan mampu mengendalikan diri, dengan budaya kerja yang baik;
p. Sanggup bekerja diluar hari kerja Nasional  Senin s/d Jumat )bila diperiukan

I e

(=]
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Pasal?
LARANGAN
PihakKeduadilarang :
(1)  Melakukanhal-hal yang dapatmenurunkankehormalanataumartabal Negara dan Pemerintah;

(2)
@)

(@)
)
®)

)
©)
©
(10)
(1

1

@

@)

@)

©)

©)

Menyalahgunakanwewenangnya;

Memiliki, menjual, membeli, menggadalkan, menyewakanataumeminjambantarsr s
barang,dokumenatausurat-suratberhargamilik Negara secara lidak sal,
Menyalahgunakanbarang-baranguangatausurat-suratberhargamilik Negara,
Melakukankegiatanbersama-sama  denganalasan, loman sejawal, lauoranglan & dalamatss 4
luarlingkungankerjanyadengantujuanuntukkeuntunganpribadi, — golonganatauphablan  yang  secars
langsungatautidaklangsungmerugikan Negara;

Menermahadiahatausesuatupemberianberupaapa saja darislapapun juga e
diketahuiataupatutdapatdidugabahwapemberianitubersangkutanataumungkinbersangkutandenganpos s satisry
aiPegawaiTidakTetap yang bersangkutan;

Memasukitempat-tempat
dapatmencemarkankehormatanataumartabatPegawaiTidak Tetap kecualiuntukkepentnganpekeraan,
Membocorkan  dan/ataumemanfaatkanrahasia  Negara  yang  diketahukarena  tugas s
pekerjaanuntukkepentinganpribadi, golonganataupihaklain;
Bertindakselakuperantarabagipengusahaataugolonganuntukmendapatkanpekerjaanatauperanandariantsr i
tansipemerintah;

Melakukanpungutantidak sah dalambentukapapun 2
dalammelaksanakantugasnyauntukkepentinganpribadi golonganataupihaklain; dan

Menjadipengurus dan/atauanggotapartaipolitik.

yEG

Pasal8
DISIPLIN

Pembinaandalamrangkamemeliharadan ~ peningkatandisiplinPegawaiTidakTetapadalahmenjaditupoksi
tanggungjawabmasing-masingAtasantempatbertugasPegawaiTidak Tetap.

Jenishukumandisiplinterdiridari :

a. Ringan berupaperingatantertulis;

b. Sedang, berupapemberhentiangajiuntukjangkawaktu 1 (satu) bulan; dan
c. Berat,berupapemberhentiantidakdenganhormatdariPegawaiTidakTetap.

Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban dan larangan
dijatuhi hukuman disiplin.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufadijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap :

a  tidak masuk kerja 2(dua), hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;

b ftefambat masuk kantor atau meninggalkan tugas’kantor sebelumberakhimya jam ke
sebanyakd(empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan

¢. tidak mengikuti apel harian sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhkan bag
pelanggaranterhadap:
a. fidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) harl borturut turut tanpa alasan yang sah;
b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kanlor sebolum berakhimya jam kerja sebanyak
8(delapan) kali dalam kurun waktu satu bulan; dan
c. tidak mengikuti apel harian sebanyak 3 (tiga) sampal b (lma) kall

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurt ¢, dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap :
a. melakukan penipuan,pencurian atau penggelopan barang dan/ alau uang milk negara;
b.  memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga menigikan keuangan negara;
¢.  mabuk, meminum-minuman keras yang momabukkan, memakal dan/atau mengedarkan narkotka
psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun df luar linghungan herja,
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar ingkungan kerja;
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e menyerang menganiaya, menpancaim alai mnginlinidasl leman sekera atau atasar 4 Gale sy
o uar lingkungan kerja,

membujuk toman sokerja alan atasan untuk olakikan perbuatan yang bertentangse detrm assf pi

per Undang-Undangan,

0 dengan corohoh atau sengaja mensak alan memblartkan dalam keadaan bahays barsry il (v
yang menimbulkan keruglan bagl negara,

dengan cerohoh atau sengaja memblarkan loman sekorja atau atasan dalarn readum b s

dilingkungan kerja

i membongkar atau membocorkan tahasla negarn yang seharusnya drahasisis st Ak
kepantingan negara,

j tdak masuk kerja selama 3 (Tiga) harf herja secara borurut turut tanpa alasan yang sat, #e s «os

keria selama 5 (lma) han kerja tidak torus manons dalam 1 (satu) bulan tanpa slasar yary s 4%
b melakukan tindak pidana dan borstatus sebagal lersangka

Pasal 9
SANKSI-SANKS!

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua sesual dengan Pasal 8 Ayzt (2) hurf 22 2z

Pemytusan hubungan kerja sebelum berakhimya Surat Perjanjian Kerja ini dapat dilakuian glet 2147 22272112
anabilz

PIHAK KEDUA meninggal dunia

PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak memungkin melaksanakan pekerazn

Adanya  kebijakan pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuzn fzz  Z=

terganggunyapelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dasrzh 22 Szrpsozer

Keyangan Pemerintah Kota Medan

¢ Amas permintaan sendin oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambatlambaztnyz < ‘sz 2uar
sebelymnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini dtangani tepasz s =r =g
mengaantikannya

©  Apabila Phak Kedua melanggar pasal 8 ayat (6),Pihak Perlama dapat memberhentican / me—iasia Jur=r
Pananan Kena ini tanpa tuntutan apapun dari Pihak Kedua.

o e

Pasal 10
PERSELISIHAN

Perselshan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinse musvaears® o
mutaka atau bia tdak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya Siataa m™eau
Fangadian Negen Medan

Pasal 11
PENUTUP
(' Surat Perangan Kena inl dibuat rangkap 4 (empal) dua asli bermateral dan du_a copy safnan
(2 mata yang belum tercantum dalam Surat Perjanjlan Kerja ini akan diatur lebih fangut dan dtamdad
sepetiunya oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA
TNGELOLA PAJAK DAN
BAERAMKO A !AEDAN

BENN ; LGAR, BE ALFONS OKTO SIREQAR 3¢
PEMBINA

NIP ARTa0601 200212 1001
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PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 12/ #/

JI. Jendral Besar H. Abdul Harls Nasution Nu, 32 Talp, (061) 7851654 . /4444
Madan 20143

Medan, 03Januari 277

mor 800. SA/ Kepada
fat Penting/Segera 1t ALFONS OKTO §ive s fdv 44
impiran 1 (satu) berkas SPK -
2rihal Penempatan Wilayah Tugas Modan
1. Sehubungan telah ditandatanganinya Sural Porjanflan Kerja yang ditujukan kessss “e /s
maka untuk pelaksanaan dari Surat Perjanjian dimaksud, dengan ini ditugaskan kszes
Nama . ALFONS OKTO SIREGAR,SE
Jenis Kelamin . Laki-laki
Alamat :
Telepon :
Untuk bertugas di BadanPengelolaPajakdanRestribusi Daerah Kota Medan sebags Terzyz
Pendukung / Pembantu Teknis Administrasi Kantor,
2. Agar segera melapor ke pimpinan unit kerja tempat tugas yang dhunjuk dan bemsgze oz
dengan Surat Perjanjian Kerja.
3. Demikian Surat Penempatan Tugas ini diperbuat untuk dilaksanakan sebagaimana resimz
KEPALA BADA
BENNY
PEMBINA
NIP,19730601 200212 1 001
mbusan yth

" Setsetaris BPPRD Kota Medan

Pertinggal
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Lampiran Il : Surat Keterangan Penelitian




Lampiran Il : Foto Bersama Hardy Faisal Siregar, S.Sos., M.M Kasubbid Pembukuan
dan Pelaporan




Lampiran IV : Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK

RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA DENGAN BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA

MEDAN.

1. Apa yang melatarbelakangi perubahan nama lembaga dari Dinas Pendapatan
Daerah (DISPENDA) menjadi Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD)
?

2. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja pada Badan Pengelola Pajak Retribusi
Daerah Kota Medan ?

3. Bagaimanahakdankewajibanpekerjaberdasarkansuratperjanjiankerjapadabadan
pengelolaretribusidaerah Kota Medan ?

4. Bagaimana jaminan kesehatan terhadap pekerja kontrak di kantor BPPRD Kota
Medan ?

5. Apakah ada syarat-syarat khusus dalam penerimaan pekerja kontrak di BPPRD
Kota Medan ?

6. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang pekerja kontrak bisa menjadi
karyawan tetap di BPPRD Kota Medan ?

7. Sejauh mana keterlibatan pekerja kontrak dalam menentukan pencapaian tujuan
organisasi di BPPRD Kota Medan ?

8. Apa strategi dan kebijakan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan

pajak retribusi daerah ?



9. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami pekerja kontrak di BPPRD Kota

Medan ?

10. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan

?

Pewawancara Narasumber

ALFONS OKTO SIREGAR HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos, M.M

NPM : 71200111100 Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan



Lampiran V : Daftar Jawaban

DAFTAR JAWABAN PENELITIAN SKRIPSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK

RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA DENGAN BADAN

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN.

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi
sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20
Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27
Desember 2016

2. Status pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rl No/ KEP-100/Men/V1/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.Perjanjian Kerja Harian Lepas juga disebutkan pada Keputusan
Menteri No. 100 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun
2003 tentang PKWT.Pengaturan tentang PHL di lingkungan BPPRD juga
dituangkan dan diterangkan di dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani
oleh Kepala BPPRD Kota Medan. 3.

3. Pekerja berhak menerima honorarium pembayaran sesuai UMK dan dikurangi
potongan-potongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan juga pekerja berhak menerima pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pekerja berkewajiban memenuhi peraturan-peraturan
yang berlaku.

4. Jaminan Kesehatan pekerja kontrak di BPPRD diikutsertakan dalam BPJS

Kesehatan.



10.

Syarat yang Harus dipenuhi adalah adanya ljazah SMA dan/atau ljazah
Perguruan Tinggi, kemudian mengirimkan lamaran ke BPPRD, yang kemudian
akan dilakukan Evaluasi apakah pelamar memenuhi persyaratan untuk menjadi
PHL di lingkungan BPPRD Kota Medan.

Tidak Ada Regulasi yang mengatur tentang pekerja kontrak bisa menjadi
karyawan tetap di BPPRD Kota Medan.

Keterlibatan PHL dalam Pencapaian Organisasi di BPPRD Kota Medan adalah
sebagai perpanjangan tangan BPPRD Kota Medan ke masyarakat untuk
peningkatan pendapatan pajak daerah

Strategi dan kebijakan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan
pajak retribusi daerah adalah dengan menggali dan menganalisis potensi dari
berbagai potensi pajak daerah.

Hambatan dan tantangan yang dialami pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan
salah satunya adalah keberagaman masyarakat di Kota Medan yang
menyebabkan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya
Pajak daerah harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat
yang dihadapi.

Pekerja harian lepas secara hukum sudah dilindungi dengan baik. Perlindungan
atas pekerja harian lepas diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
CiptaKerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sanksi hukum bagi
perusahaan yang tidak menerapkan hak- hak terhadap pekerja kontrak dan
pekerja harian lepas adalah penuntutan dari pihak karyawan seperti pengajuan
gugatan di pengadilan hubungan industrial dan ancaman pidana bagi pengusaha

yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara



paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000

(empat ratus juta rupiah)

Pewawancara Narasumber

ALFONS OKTO SIREGAR HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos, M.M
NPM : 71200111100 Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan




